
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PERATURAN KOMISJ PEMILIHAN UMUM
 

NOMOR 7r; TAHUN 2009
 

TENTANG
 

TATA CARA PENGHAPUSAN J)ERLENGKAPAN PEMllNGUTAN DAN
 
I)ENGHITUNGAN SUARA SERTA DllKllNGAN PERLENGKAI)AN LAINNYA
 

SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
 
PEMILIHAN UMUM I)ROVJNSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

KABUPATEN/KOTA, DAN
 
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM
 

K01\1IS1 PEMILIHAN UMll1\1,
 

Menimbang: a. bahwa barang milik ncgara berupa pcrlengkapan pemungutan dan 

penghitungan . suara serta dukungan perlengkapan lainnya 

scbagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (I) dan ayat (2) Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 105 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 yang diadakan dan dikelola oleh Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pelllilihan Umum Provinsi, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupatcn/Kota dan Panitia Pemilihan Luar 

Negeri, yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pelllilihan Ulllum 

Tahun 2009 dan tid'lk dapat digunakan lagi untuk penyelenggaraan 

pemilihan umUlll berikutnya dikategorikan barang pakai habis; 

b. bahwa untuk cfisicnsi pcngelolaan barang milik ncgara yang 

dikategorikan barang pakai habis sebagaimana tersebut pada huruf a, 

perIu dihapuskan dari danar baranglkekayaan milik ncgara yang 

dikelola oleh Komisi Pcmilihan Umum, Komisi Pelllilihan Ul11um 

f-lrovinsi, Komisi Pcmilihan Ul11um Kabupaten/Kota dan Panitia 

Pemilihan Luar Negcri; 

c. bahwa untuk pclaksanaan pcnghapusan barang milik ncgara 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, perIu ditetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Ul11um tcntang Tata Cara Penghapusan 

PcrIengkapan Pcmungutan dan Penghitllngan Suara Scrta Dukllngan 

PerIengkapan Lainnya Scbagai Barang Milik Negara Di KOlllisi 

PClllilihan Umum, Komisi PClllilihan Ul1111m Provinsi, KOlllisi 

Pcmilihan Ulllllm Kabupatcn/Kota, Dan Panitia Pelllilihan Luar 

Negeri Dalam PCl11ilihan Ul11l1l11 Anggota Dewan PClwaki Ian 

Rakyat, Dewan Pcrwakilan Dacrah, Dan Dewan Pcrwakilan Rakyat 

Daerah Selia Pcmilihan UI1l11m Prcsiden Dan Wakil Prcsicll Tahun 

2009. 
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Mcngingat : 
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1.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tcntang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbcndaharaan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indoncsia 

Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

3.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pcmbentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 

Pemcrintahan Daerah Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548); 

5.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tcntang 

Pcnyelenggara Pcmilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4721); 

6.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tcntang 

Pemilihan Umum Anggota Dcwan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Pelwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4836); 

7.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran 

Negara Repllblik indonesia Nomor 4924); 

8.	 Ulldang-Unclang Rcpublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tcntang 

Kearsipan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

507,1 ); 

9.	 Peraturan Pemerintah RepubJik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20), sebagaimana 

dillbah dcngan Peraturan Pcmerintah Rcpublik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2008; 

10.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 ten tang Pcdoman 

Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

11.	 Pcraturan Menteri Keuangan Nomor I 19/PMK.0712005 tentang Balai 

Lelallg; 

12.	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 

13.	 Peraturall Mellteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 telltang 

Pcnatausahaall Barang Milik Ncgara; 
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14.	 Pcraturan Mcntcri ](cuangan NomoI' 96/PMK.06/2007 tcntang Tata 

cara pelaksanaan pClIggunaan, pcmanfaatan, pcnghapusan, dan 

pcmindahtanganan barang milik NcgaI'a; 

15.	 PcI'aturan Komisi Pcmilihan Umul11 Nomor 05 Tahun 2008 tcntang 

Tata Kcrja Komisi PCl11i Iihan Umum, Komisi Pcmi Iihan Umum 

Provinsi dan Komisi PCl11ilihan Umum Kabupatcn/Kota scbagaimana 

diubah dcngan Pcratm<ln Komi si Pcmi Iihan U mum NomoI' 21 Tahun 

2008, dan Pcraturan KOl11isi Pcmilihan Umum NomoI' 37 Tahun 

2008; 

16.	 Pcraturan Komisi Pcmilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tcntang 

Susunan Organisasi dan Tata Kelja Sckrctariat Jendcral Komisi 

Pemilihan UI1lUI1l, Sckrctariat Komisi Pcmilihan Umum Provinsi dan 

SckI'ctariat Komisi Pcmilihan Umum Kabupatcn/Kota scbagaimana 

diubah dcngan PcI'a(uran Komisi Pcmilihan Umum NomoI' 22 Tahun 

2008; 

17.	 Pcraturan Komisi Pcmilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tcntang 

Pcnctapan Norma, StandaI', Proscdur dan Kcbutuhan Pcngadaan scrla 

Pcndistribusian Pcrlcngkapan Pcnyc1cnggaraan Pcmilihan Umum 

Anggota Dcwan Pcrwakilan Rakyat, Dcwan PcI'wakilan Dacrah dan 

Dcwan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Tahun 2009; 

18.	 PcI'aturan Komisr Pcmilihan Umum NomoI' 33 Tahlln 2009 tcntang 

Pcnctapan Norma, Standar, Proscdur dan Kcblltuhan Pcngadaan scrla 

Pendistribusian Pcrlcngkapan Penyclcnggaraan Pcmilihan Umum 

Prcsidcn Dan Wakil Prcsidcn Tahlln 2009. 

Mcm(lcrhatikan	 Kcputusan Rapat PlcllO Komisi Pcmilihan Ulllum tanggal 2 
Nopcmbcr 2009. 

MEM UTUSKAN : 

Mcnctapkan	 TATA CARL\. PENGIIAIlUSAN PEH.LENGKAPAN 
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA 
DUKUNGAN PEHLENGKAPAN LAINNYA SEBAGAI 
BARANG MILIK NEGARA DI KOMISI PEMILIIIAN UMUM, 
K9M1S1 PElVULI HAN UMUM PROVINSI, KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA 
PEMILIHAN LUAR NEGERI DAt,AM PEMILIHAN UMUM. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dcngan : 

1.	 Pcmilihan Umum Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dcwan Perwakilan Dacrah, dan 
Dcwan Pcrwakilan Rakyat Dacrah adalah Pcmilu llntuk mcmilih anggota Dewan 
Pcrwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Dacrah, Dcwan PcI'wakilan Rakyat Dacrah 
Provinsi, dan Dcwan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn/Kota dalam Ncgara Kcsatuan 
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Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Oasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2.	 Pemilihan Unum Presiden dan Wakil Presidcn, selanjutnya disebut Pcmilu Prcsiden dan 
Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presidcn dan Wakil Prcsidcn 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia beroasarkan Pancasila dan Undang-Ul1(lang 
Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3.	 Pemilihan Umum Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu 
Kcpala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Oaerah secara langsllng dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4.	 Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Icmbaga penyelenggara 
Pel11ilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 

5.	 Komisi Pemilihan Ul11um Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara 
Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

6.	 Barang milik negara yang diadakan untuk pelaksanaan Pemilu adalah barang milik 
negara yang diadakan untuk pelaksanaan Pemilu Anggota OPR, OPO, dan OPRD serta 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. 

7.	 Pengelola Barang adalah Mentcri Keuangan sclaku pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab menetapkan ~cbijakan dan pcdoman serta mclakukan pengc10laan 
barang milik negara. 

8.	 Pengguna Barang ada1ah KPU yang secant ko1cgiallmajclis berdasarkan Rapat Plcno 
berwenang l11cnetapkan kebijakan standarisasi dan penggunaan barang mi1ik negara, dan 
pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Kctua KPU. 

9.	 Kuasa Pengguna Barang adalah Sckrctaris Jcndcral KPU selaku pejabat yang ditunjuk 
oleh Pcngguna Barang untuk mcnggllnakan barang yang bcrada dalam penguasaannya 
dcngan scbaik-baiknya. 

10.	 Pejabat yang belwenang selaku Pcngclola Barang adalah Menteri Keuangan, Dirjen 
Perbendaharaan, Kcpala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kepala Kantor 
Perbendaharaan. 

11.	 Pejabat yang Berwenang selaku Pcngguna Barang adalah Ketua KPLJ, Ketua KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

12.	 Pejabat yang Berwenang selaku Kuasa pengguna Barang adalah Sekretaris JenderaJ KPU, 
Sekretaris KPU Provinsi dan Sckrctaris KPU Kabupatcn/Kota. 

13.	 Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibe1i atau dipcroleh atas bcban APBN 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

14.	 Barang Bergerak adalah barang milik Ncgara yang diadakan dan dikelola olch KPU yang 
keberadaannya di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupatcn/Kota dan Panitia Pemilihan Luar 
Negeri yang menUfut sifat dan penggllnaannya dapat dipindah-pindahkan. 

15.	 Barang Persediaan adalah barang bergcrak yang diadakan dan dikelola oleh KPU yang 
keberadaannya di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupatcn/Kota, dan Panitia Pcmilihan 
Luar Ncgcri serta masih disimpan d:11am fllang penyimpanan/gudang atau tcmpat 
pcnyimpanan lain yang ditetapkan ole11 KPU serla belum digunakan atau tidak dapat 
digunakan secara tcrus meneruslrutin ulltuk kegiatan penyelcnggaraan pemilihan umum 
yang dikc10la secara khusus. 

16.	 Barang Inventaris adalah barang yang diadakan dan dikelola 01c11 KPU untuk 
penyelenggaraan pcmilihan umUl11 dall lllcrupakan bagian kekayaan negara, berupa 
barang bergerak yang berada dalam pcngu<lsaan dan pengurusan KPU. 
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17.	 Barang Pakai Habis adalah barang yang pcnggunaannya sckali pakai dan atau kurang dari 
1 (satu) tahun serta tidak dipcrlukan biaya pcmcliharaan dan tidak dicatat scbagai barang 
invcntaris yang mcliputi sisa sural suara, surat suara yang tclah digunakan, tinla, alat 
untuk mcmbcri tanda, formulir untuk pcmungutan dan pcnghitungan pcrolehan suara, 
sampul, alat bantu tuna netra, dan alat kclcngkapan administrasi lainnya yang digunakan 
dan/atau berada di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupatcn/Kota, KPU Provinsi dan KPU scrta 
Panitia PCl1lilihan Luar Negcri. 

18.	 Barang Rusak (Berat) adalah barang yang dikclola oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
kabupaten/Kota yang secara tcknis, C?konomis tidak dapat dipcrbaiki dan dipcrgunakan. 

19.	 Daftar Invcntaris Barang adalah daftar yang I1lCl11uat catatan barang invcntaris kcpcrluan 
pcnyelcnggaraan pcmilihan umul11 yang bcrada dalam pcngclolaan Sckrctaris Jcndcral 
KPU selaku Kuasa Pcngguna Barang/Pcmbantu Pcnguasa Barang lnvcntaris (PPBI) 
untuk barang invcntaris yang berada di KPU, Sckrctaris KPU Provinsi dan Sckrctaris 
KPU Kabupatcn/Kota selaku Pembantu Pcnguasa Barang Inventaris yang mcndapat 
dclcgasi kewcnangan dari Sckrctaris Jcndcral KPU Llntuk barang invcntaris yang bcrada 
di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

20.	 Pcnghapusan adalah tindakan mcnghapus Barang Milik Negara/Dacrah dari dafiar barang 
dcngan menerbitkan surat kcputusan dari pcjabat yang berwcnang untuk mcmbcbaskan 
Pengguna dan/atau Kuasa Pcngguna Barang dan/atau Pcngclola Barang dari 
tanggungjawab adl1linistrasi dan fisik atas barang yang bcrada dalam pcnguasaannya. 

21.	 PCl1lindahtanganan adalah pengal ihan PClll iIi kall dan/atau penguasaan barang 111 iii k 
Negara yang digunakan untuk pcnyclcnggaraan pcmilihan Ul1lum kcpada 
PCl1lcrintah/Pcmcrintah Dacrah. 

22.	 Pcnjualan adalah pcngalihan pcmilikan dan atau pcnguasaan barang l1lilik Ncgara untuk 
pcnyclcnggaraan pcmilihan Ul1lum dcngan mencril1la pcmbayaran uang. 

23.	 Hibah adalah pcngalihan pcmilikan dan atau pcnguasaan barang milik Ncgara kepadn 
pihak lain tanpa I1lcmpcrolch imbalan/pcnggantian. 

24.	 Pcmusnahan adalah tindak lanjut kcgiatan pcnghapusan barang milik Ncgara dcngan cara 
dibakar, dihancurkan, dilebur, schingga bcntuk asal barang tcrscbut mCluadi bcrubah dan 
tidak dapat digunakall atau dimanfaatkan scpcrti fungsi scmula. 

25.	 Barga Limit adalah harga minimal barang yang ditctapkan olch Pcngguna Barang dcngan 
mcnggunakan jasa Appraisal. 

26.	 Jcnis pcrlcngkapan pemungutan suara tcrdiri atas; kotak suara; surat suara; tinta; bilik 
pCll1ungutan suara; scgcl; alat untuk Il1cmbcri tanda pilihan; dan TPS. 

27.	 Dukungan pcrlcngkapan pcmungutan suara lainnya mcliputi sall1pul kcrtas, tamla 
pcngcnal KPPS/KPPSLN, tanda pcngcnal pctugas kcamanan TPS/TPSLN, landa 
pcngcnal saksi, karet pcngikat surat suara, lCIll/pcrckat, kantong plastik, ha/lpoint, 
gClllbok, spidol, formulir untuk bcrita acara dan sertiflkat, sticker nomor kotak suara, tali 
pcngikat alat pcmbcri tanda pilihan, dan alat bantu tuna nctra. 

28.	 Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan ditcrima o1ch lcmbaga-lcll1baga Ncgara dan 
badan-badan pcmcrintahan c1alam bcntuk corak apapun dalam pclaksanaan kcgiatan 
pcmcrintahan; dan naskah-naskaIJ yang dibuat scrta dilcrillla olch badan-badan swasta 
dan/atau pcrorangan dalall1 bcntuk corak apapull, baik dalam kcadaall tunggal ll1aupun 
bcrkclompok, dalam rangka pclaksanaan kchidupan kcbangsaan. 

29.	 Jadwal Rctcnsi Arsip (.fRA) adalah jangka waktu pcnyusutan Arsip, tllcmuat jangka 
waklu arsip akti f dan inaktif. 

jdih.kpu.go.id



Pasal2 

Barang Milik Negara yang diadakan un/uk pelaksanaan Pcmilu di KPU KPU J)' . .
KPU K b ,/.	 , IOVIl1SI, 

a upatelu Kota serta Pallltia PCl11ilih;m Luar Negcri dapat diharuskan. 

BAll IJ
 

BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN
 

Pasal3 

(1)	 Jcnis barang sebagaimana dil11aksud dalam Pasal 2 adalah barang-barang 
pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan pcmilu yang dapat dihapuskan, mcliputi: 

a.	 Kotak Suara, yang tcrbuat sclaill dari bahan mctall alumunium/scng; 

b.	 Surat Suara; 

c.	 Tinta; 

d.	 Bilik Pcmungutan Suara, yang tcrbllat sclain dari metall alumunium/scng; 

e.	 Segcl; 

f.	 Alat pcmbcri tanda pili han; 

g.	 Fonnulir untuk Bcrita Acara dall scrtirikat; 

h.	 Sal11pul kcrtas; 

i.	 Tanda Pengcnal KPPS/KPPSLN, TPS, TPSLN; 

J.	 Tanda Pcngcnal Saksi; 

k.	 Karel Pcngikat Surat Suara; 

1. LCI11;
 

ffi. Kantong plastik;
 

n.	 Stikcr nomor kotak suara; 

o.	 Alat bantu tuna nctra; 

(2)	 Jcnis barang .scbagaimana dil1laksud pada ayat (1) dikatcgorikan scbagai barang 
pakai babis. 

(3)	 Jcnis barang yang dapat dihapuskan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huru[ g tcrdiri dari dokumcn arsip dan nonarsip. 

(4)	 Dokul11cn arsip scbagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumcn yang tclah 
digllnakan mcliputi : 

a.	 Surat suara untuk pCl11ungutan dan pcnghitllngan suara di TPS; 

b.	 Formulir untuk pCl11l1takhiran data pCll1ilih (Fonnulir Scri A); 

c.	 Formlllir untuk pcncalonan Anggota OPR, OPD dan DPRO (Formlllir Scri 8) 
scrla pCllcalonan calon Presiden dan W<1kil Prcsidcn (Formulir Scri B - PPWP); 

d.	 Forl11l1lir unluk pCl1lungutan dan pcnghilungan SU<1ra di TPS (Formu]jr Scri C ) 
scrta pCl1lungulan suara dan pcnghitungan suara di TPS (Fonnulir Scri C -­
PPWP); 
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c. Formulir untuk rckapitulasi hasil pcnghitungan pcrolchan suara di PPK, KPU 
Kabupatcn/Kota, KPU Provinsi dan KPU (Forl11ulir Seri D) scrta Fonnulir ulltuk 
rekapitulasi hasil pcnghitungan suara eli PPK, KPU Kabupatcn/Kota, KPU 
Provinsi, dan KPU (Forl11ulir Scri D - PPWP); 

1'. Formulir untuk pcnctapan hasil pCl11ilu (Fortnulir Scri E); 

g. Fonnulir untuk vcrifika~;i panai politik pcscrta pCl11ilu dan pcrscorangan 
(Forll1ulir Seri F). 

(5) Dokumcn non arsip sebagaimana dimaksud pacla ayat (3) adalah dokumcn yang 
tidak digunakan pada tahapan penyclcnggaraan pcmi lihan UI11UI11. 

BABIII 

KE\VENANGAN DAN MEKANISl\H~ PENGHAPUSAN 

Bagian Kcsatu 

Kewcnangan Pcnghapusan 

Pasal4 

(I) Kcwcnangan pcnghapusan barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan Pcmilu 
dilakllkan olch KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Panitia PCl11ilihan 
Luar Negeri, tennasuk Pcmilu Kcpala Daerah dan Wakil Kcpala Dacrah dilakukan 
olch KPU Provinsi dan/atau K?U Kabupatcn/Kota. 

(2) KOll1isi PCll1ilihan Ull1l1l11 mcnctapkan kcputusan pcnghapusan atas jcnis barang 
yang pcngadaannya olch KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupatcn/L(ola scrta Panitia 
PCl11ilihan Lllar Ncgcri. 

(3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabllpatcli/Kota scrta Panitia PCll1ilihan LlIar Ncgcri 
melaksanakan pcnghapllsan, sctclah Il1cndapatkan pcrsctujuan dari lnslansi 
PCl11crintah yang bcrwcnang. 

Pasal5 

(I) KPU mcnc1clegasikan kcwenangan pcnghapusan kcpada KPU Provinsi bcrkcnaan 
pcnghaplIsan sural suanl dan formuJir scbagaill1ana di ll1aksud dalal11 Pasal 4. 

(2) KPU Provinsi I11claksanakan kcgiatan pcnghapusan surat suara dan [onnulir, sctclah 
mcmcnuhi kctcntuan Pcraturan Pcrundang-lindangan. 

(3) KPU Provinsi berkoordinasi dcngan KPU Kabupaten/Kota dalam wilayahnya 
masing-masing lIntuk mcnginvcntarisir jumlah sural sllara dan [ormuJir yang akan di 
hapuskan scrta tempat/ lokasi b:1r<1I1g-barang yang akan dihapuskan. 
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Bagian Kcdlla
 

Mckanislllc PcnglJapusan
 

"asal6 

Mekanismc pcnghapllsan barang scbagail1luna dimaksud dalum Pasal J ayat (2) dilakllkan 
dcngan cara : 

a.	 KPU mengelllarkan ijin pcnghapusan Barang Milik Ncgara untuk naskah dinas dan 
bllkan naskah dinas yaitu surat suara dan rormulir yang digunakan dan yang tidak 
digunakan dalam pcnyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pcmilll 
Prcsidcn dan Wakil Prcsiden; 

b.	 Pcnghapusan Barang Milik Negara nntllk naskah dinas, atau surat Sllara dan [orl1111lir 
yang digllnakan sebagaimana dimakslld hurur a, KPU tcrlcbih dahlllll hanls 
mempcrolch pcrsetujuan dari Kcpala ANRI; 

c.	 KPU Provinsi dan KPU Kabupatcn/Kota bcrkoordinasi dcngan Pcmcrintah Dacrah 
dalam melaksanakan pcnghapusan Barang Milik Dacrah untuk naskah dinas dan 
bllkan naskah dinas, atau surat sllara dan fonnulir yang digunakan dan yang tidak 
digunakan dalam penyclenggaraan Pcmilu Kepala Dacrah dan Wakil Kcpala 
Daerah; 

d.	 Penghapusan Barang Milik Dacrah 11lltllk nuskah dinas, atau surat suara dan fonnlllir 
yang digunakan sebagaimana dil1lakslld huruf c, tcrlcbih dahulll mcmpcrolch 
pcrsctujuan dari Kcpala ANRI atall I(cpala Arsip Dacrah yang bcrsangklltan. 

Pasal7 

(I)	 Kuasa Pengguna Barang Milik Ncgara di KPU adalah Sckrctaris Jcndcral KPLJ. 

(2)	 Kuasa Pcngguna Barang Milik Ncgara di KPU Provinsi adaJah Sckrctaris KPU 
Provinsi berdasarkan dc1cgasi wcwcnang dari Sckrctaris .Tcndcral KPU. 

(3)	 Kuasa Pellggllila Barang Milik Ncgara di KPLJ Kabllpaten/Kota adalah Sckrctaris 
KPU Kabllpatcn/Kota bcrdasarkall dclcgasi wcwcllang dari sckrclaris Jcndcral KPU. 

Pasal8 

(1)	 Pcnghapusan Naskah Dina~ atall Arsip sural. sllara dan fOrl1111lir yang digunakan 
pada Pcmilll Allggota DPR, DPD, DPRD, scrta PCl11illl Prcsidcn dan Wakil Prcsidcn 
dilakllkan setclah tcrlcbih dahlllll mcnyuslIn .radwal Rctcnsi Arsip. 

(2)	 Pcnyusunan Jadwal RctCllsi Arsip scbagaimana dil11aksud pada ayat (1) 
mempcdomani pcraturan pCrtlndang-ulldangan yang bclaku. 

(3)	 Jadwal Rctcnsi Arsip yang digullakall adalah Jadwal Rctcnsi Arsip yang tdah 
memperolch pcrsctlljllan Kcpala ANRI. 
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Pasal9 

(I)	 Penghapusan Naskah Dinas atau Arsip surat suara dan formulir, pcnyusunan Jadwal 
Retcnsi Arsip yang digunakan palla Pcmilu Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala 
Daerah bcrlaku kctcntuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2)	 Jadwal Rctcnsi Arsip yang digumlkan adalah Jadwal Rctcnsi Arsip yang telah 
mcmpcroleh pcrsetujllanKepala Arsip Dacrah. 

Pasal 10 

Tindak lanjut penghapusan scbagaimana dimaksud dalall1 Pcraturan 1111, llilakukan 
dengan cara : 

a.	 dipindahtangankan (dijual, dihibahkan); dan/atau 

b.	 dimusnahkan (dibakar, dilebur, dicacah, ditimblln). 

Pasal 11 

(I)	 Pelaksanaan tindak lanjut pcnghapusan pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan 
pcmilu dcngan cara pcmllsnahan, disaksikan pihak kcpolisian atan kcjaksaan atau Arsip 
Dacrah, scrta dibnatkan Bcrita Aca:a. 

(2)	 Pelaksanaan timlak lanjut pcnghapllsan dcngan cara pcnjualan mclailli Balai Lclang dan 
Piutang Ncgara, mCll1pcdoll1ani kcputllsan pcraturan pcrundang-undangan yang bcrlakll. 

(3)	 Pclaksanaan tindak lanjllt pcnghapusan tanpa melalui Balai Lelang dan Piutang Ncgara, 
mcmpedomani peraturan yang bcrlaku. 

(4)	 Hasil Penjllalan scbagaimana dimakslld pada ayat (2), di sctor kcpada Kas NegaraJ Kas 
Daerah. 

HAUIY 

PENILAIAN 

Pasal 12 

Pcnilaian barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapall pcmilu dilakukan dalam 
rangka pcmindahtanganan barang milik l>Jcgara / Dacrah. 

Pasal 13 

(I)	 Penilaian barang perlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan pcmiJu dalam rallgka 
pcmindahtanganan dilakukan olch Panitia Pcnghaplisan. 

(2)	 Pcnilaian barang milik llcgara scbagaimalla dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
llnluk mcndapat nilai wajar. 
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(3)	 PCllilaiall barallg milik ncgara scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 
dalal11 Bcrita Acara. 

(4)	 Hasil pcnilaian barang milik Ncgara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan 
dcngan Surat Keputusan olch Pcngclola Barang. 

BABV 

I'ENGIlAllUSAN 

Bagian perlama 

Dasar Pcrtimbangan Pcnghapusan 

Pasal14 

Penghapusan barang perlengkapan dan dukungan pcrlengkapan pcmilu pada KPU, KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilakukan bcrdasarkan pertimbangan scbagai bcrikllt : 

a. Pcrtimbangan teknis, antara lain: 

1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karen a rusak dan tidak ckonolllis hila 
dipcrbaiki; 

2) Secara tcknis tidak dapat digunakan Jagi akibat l110dcrnisasi atau adanya 
perubahan kebijakan terhadap spcsifikasi barang untllk kcpcrlllan 
pcnyclcnggaraan pel11ilihan llmlll11 bcriklltnya; 

3) Tclah I11clal11paui batas wakl11 kcgunaannyalkadalllwarsa; 

4) Mengalami perubahan spcsifikasi scperti tcrkikis, aus, dan lain-lain; 

5) Sclisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan pcnggunaan/susuL da1am 
penyimpallan/pengangkutan. 

b. Pcrtimbangan ckonol11is, antara lain: 

1) Karena bcrlcbih (surplus atau ckscs); 

2) Secara ekonomis lcbih !11cngulltungkan bagi ncgara apabila dihapus, karcna 
biaya operasional dan pClllcliharaan lebih bcsar dari manfaat yang dipcrolch. 

c. Karena hilang/kekurangan pcrbcndaharaan atau kcrugian yang discbabkan : 

1) Kcsalahan atau kelalaian Pcngllrus Barang; 

2) Oi luar kcsalahall/kelalaian Pcngllrlls Barang, misalllya karcna kecclakaan atall 
alasan tak tcrduga (force majeurc). 

Pasal 15 

(1)	 Pcnghapusan barang perlcngkapan dan dukungan perlcngkapan pcmilu meliputi 
pcnghapusan dari daftar barang pcngguna dan/atau kuasa pcngguna scrta 
pcnghapusan dari daftar barang milik ncgara. 

(2)	 Pcnghapusan barang pcrlcngkapan Jan dukungan perlcngkapan pcmilll dari daftar 
barang pcngguna dan/atau kllasa pcngguna scbagaimana uimaksud pada ayat (1), 
dilakllkan dengan mcncrbitkall surat kcputllsan pellghapusan dari pcngguna barang 
sctelah mcndapat persctujllan uari PClIgclola Barang, dalam hal barang milik ncgara 
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dill1aksud yang sccara fisik sudah I idak bcrada dalall1 pcnguasaan pcngguna barang 
dan/atau kuasa pcngguna barang. 

(3)	 Pcnghapusan barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan pemilu dari danar 
barang ll1i lik ncgara scbagaimana d imaksud pada ayat (I), di lakllkan dcngan 
pcncrbitan surat kcplltllsan pcngIJapusan sctclah mcndapat pcrsctlljllan dari 
Pcngclola Barang. 

Bagian Kcdua
 

Panitia Pcnghapllsan
 

Pasal 16
 

(1)	 Untllk mclakukan pcnghapllsan buang pcrlcngkapan dan dukllngan pcrlcngkapan 
PCl11ilu/Pcmilll Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah pcrlu dibcntllk Panitia 
Pcnghapllsan Barang Pcrlcngkapan Dan Dukungan Pcrlcngkapan Pcmilu dcngan 
unsur yang mCl11bidangi pcrlcngkapan, umllm dan kcuangan scrta dapat l11Cl1lllljllk 
dari instansi tcknis scsuai dcnganjcnis barang yang akan dihapus. 

(2)	 Panitia Penghapusan di KPU dibcntuk olch Sckrctaris Jcndcral KPU. 

(3)	 Panitia Pcnghapllsan di KPU Provinsi dibcntllk olch Sckrctaris KPU Provinsi. 

(4)	 Panitia Pcnghapusan di KPU Kabupatcn/Kota dibcntllk olch Sckrctaris KPU 
Kabupatcn/Kota. 

(5)	 Tllgas Panitia Pcnghapusan : 

a.	 Mcncliti/mcmcriksa barang yang akan dihapus mclipllti :
 

I) Mcnginvcntarisirlmcncliti barang yang akan dihapus;
 

2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;
 

3) Mcnctapkan pcrkiraannilai/harga limit barang;
 

b.	 Mcnyusun jadwal pclaksanaan pcnghapllsan; 

c.	 Mcnyclcsaikan kclcngkapan administrasi usulan pcnghapusan; 

d.	 Mcngajukal1 usulan pcnghapllsan kcpada Kuasa Pcngguna Barallg llntllk 
selanjutnya disampaikan sccara hirarki kcpada Pcjabat yang bcrvvcnang; 

c.	 Mcngkoor'dinasikan dcngan Kantor Lclang Ncgara sctcmpat, dalam hal 
penghapusan tcrscbut ditindak lanjuti dcngan pcnjualan \clang; 

f.	 Mcnyuslll1 laporan tcnnasllk mcmbuat bcrita acara hasil pelaksanaan tindak 
lanjllt pcnghapusan; 

g.	 Mclaporkan hasil tindak lanjut pcnghapusan kcpada Pcngguna Barang yang 
l11cncrbitkan Surat Kcputusan PcnglJapusan sclal11bat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari sctclah pclaksanaan/scrah tcrima dilakukan, dilal11piri dcngan : 

1) Surat izin/Persctuj uan PCllghapusan dari Pcjabat yang bcrwcnang;
 

2) Surat Kcputusan Pcmbcntukan panilia Pcnghaplisan;
 

3) Bcrita Acara Pcnclitian/PcIllcriksaan;
 

4) Berita Acara pclaksanaan tindak lanjut pcnghapusall.
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Pasal 17 

l:cngguna Barang bcrda~arkan laporan alas pclaksanaan pcnghaplls'ln d'lri Panilia 
I cnghapllsan, mcnyampalkan laporan kcpad'l Pcngclola Barang dan/at'lu Dircktorat 
.Icndcral Pcrbcndaharaan sctcmpal, dcngan lall1piran scbagaimC1na dimaksud dalam Pas'll 
IGayat (5) huruf g. 

BAB VI 

TINDAK LANJUT PENGIIAPUSAN 

Bagian Pcrtama 

Pcnjualan 

Pa~al 18 

(1)	 Pcnjualan Barang Milik Ncgara/Dacrah dapal dilakukan sctclah l11cndapal 
persctlljuC1n tcrtulis dari Dircktur Jcndcral Pcrbcndaharaan atas nama Mcntcri 
Kcuangan untuk barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan PCl11ilu/Pcmilu 
Kcpala Dacrah dan Wakil KCl1ala Dacrah yang pCl11biayaanllya bcrasal dari AP8N, 
atall Pcmcrintah Dacrah sctcl1lpat unluk barang pcrlcngkapan dan dukllngan 
pcrlcngkapan PCl11ilu/Pcl11ilu Kcpala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah yang 
pcmbiayaannya bcrasal dari APBD. 

(2)	 Pcnjllalan Barang Milik Negara/Dacrah scb'lgail11ana dim'lksud pada ayat (1) 
mclipllti barang l11ilik Ncgara yang bcrsifat khllSllS dan atau barang pcrlcngkapan 
dan dukungan pcrlcngkapan PCl11ilu/Pcl11ilu Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala 
Dacrah yang ditctapkan Icbih lanjllt olch Pcngclola Barang dcngan kctcntuan 
scbagai bcrikut : 

a.	 Barang yang dijual bukan Il1crllpakan barang rahasia Ncgara/dacrah; 

b.	 Barang yang akan dijllC11 sccara tcknis opcrasional sudah tidak dapat digunakan 
oIcll Instansi PCl11crintah sccara cfckti rdan cfisicn; 

c.	 Barang yang akan dijual sudah dihapus dari Dallar Kckayaan Negara/Dacrah 
dengan Suri,lt Kcplltusan Pcnghapusall olch Pcjabat yang Bcrwcnang. 

(3)	 Sisa surat suara dan surat suara yang tclah digunakan untuk pCll1unglltan suara, 
barang cctakan lainnya, alat kclcngkapan administrasi pCI1111nglitan dan 
pcnghitllngan suara yang tidak digunakan dan tidak laku dijllal dapat 
dil1111snahkan/di hi bahkan sctelah mcndapat pcrsctllj uan Pcnggllna Barang. 

(4)	 Pcnjualan sebagai dill1akslld patla ayat (I) dan ayal (2) dilakukan bcrdasarkan 
pcrsctujuan Pcngguna Barang sctcl ah I11cndapal rckoll1cndasi Kcpala Kantor 
Wilayah Dircktorat .Icndcral Pcrbcndaharaan atas nama Mcntcri Kcuangan dan 
ANRI. 

(5)	 Pcnjllalan barang milik Ncgara yang nilai jualnya Icbill rcndah dari biaya 
opcrasional pcnjllalan, barang tcrschlll dapal dilakukan pcnjllalan sccara langsllng 
tanpa Illclalui Kantor Lclang atall dimllsnahkan/dihibahkall sctclah mcndapat ijin 
dari Kcpala Kantor Wilayah DiljCIl Pcrbcndaharaan sctclllpat. 

(6)	 Pcnj lIalan barang mi lik Ncgara di lak Llkan bcrdasarkan pcrsclllj llall Pcngglilla Barang 
sctclah mcndapat rckolllcndasi Kcpala Kantor Wilayah Dircktorat Jcndcral 
PcrbcndaharaLln atas nama Mcntcri )(cuLlngan. 
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(7)	 I~asil penjualan barang milik ncgara, mcrupakan pcncrimaan ncgara dan hams 
dlsetor seluruhnya ke Rekcning Kas Negara/Kas Daerah. 

Pasal19 

Pcnj ll<l Ian Lallgsung 

(1)	 Penjualan langsung barang milik negara dapat dilakukan I11clalui atau tanpa I11clalui 
Kantor Pclayanan Piutang dan Lelang Negara daJam hal ini : 

a.	 Barang yang bersifat k1111SUS; 

b.	 Barang lainnya yang ditetapkan !cbih lanjut olch Pcngguna Barang. 

(2)	 Bahwa pcnjualan langsung barang milik negara sebagaimana dil11aksud pada ayat 
(1), dilakukan setelah mendapat pcrsctujllan/ijin dari Pcngelola Barang scsuai 
tingkat kcwcnangaIUlya. 

Pasal20 

(1)	 KPU mengajukan permohonan tcrtulis kcpada Kantor Pclayanan Piutang dan Lelang 
Negara sctel11pat l11cngenai pcnjllaJan barang yang akan dihapus, dilampiri dcngan : 

a.	 Surat Kcputusan Pcnghapusan bar,ll1g Illilik ncgara dari Pcngguna Barang di 
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 

b.	 Surat Kcputusan pcmbcntukan Panitia Pelclangan dari Kuasa Pcngguna barang 
milik ncgara di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupatcn/Kota; 

c.	 Bukti pcmilikan atas barang milik ncgara; 

d.	 Salinan pcngumul11an lelang Illclalui mcdia l11asa; 

e.	 Data spesifikasi barang yang akan dijual, mcncakup : 

1) .r cnis/ukuranJkuali fikasi/tipc; 

2) Jumlah; 

3) Kondisi/kcadaan; 

4) Lokasi/tempat barang; 

5) Harga-limit pcnjualan ditctapkan olch Pcnggllna Barang atas usul Panitia 
Pelclangan. 

(2)	 Kantor Pclayanan Piutang dan Lclang Ncgara l11cnctapkan hari, tcmpat dan tanggal 
pclaksanaan Jelang. 

(3)	 Dalam hal penghapusan dengan tindak lanjut pcnjualan, Panitia Pcnghapusan juga 
bcr[ungsi sebagai Panitia Pclclangan. 

(4)	 Scbclum dilaksanakan pcnjualan, terlcbih dahulu hams dilakukan pcngumuman olch 
Ketua Panitia Pclclangan melaiui mcdia masa, mcdia cetak dan papan pcngul11ul11an 
resl11i untuk dapat dikctahui olch l11asyarakat luas/dunia usaha. 

(5)	 Pclaksanaan Iclang dilakukan l11clalui tahapan proscs pcnawaran, pcnctapan 
pCl11cnang, pcmbayaranJpcnyctoran kc Kas Negara dan pcnycrahan fisik barang. 

(6)	 Pcmbuatan risalah lelang ditandatangani olch pclaksanaJpcnjual/pcjabat \clang 
dengan mclal11pirkan Surat Sctoran Pcncrilllaan Ncgara Bukan Pajak (SSBP) dan 
Surat Setoran Pajak (SSP). 
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(7)	 Panitia 1clang mdaporkan pelaksanaan pcnj ualan/lclang kcpada Pcngguna Barang di 
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupatcn/Kota, dcngan dilampiri salinan risalah 
le1ang. 

Bagian Kcdua
 

Pcnycrahan dan Pclcpasan
 

Ilasa) 21 

Penycrahan barang perlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan Pcmilu/Pcmilu Kcpala 
Daerah dan Wakil Kepala Dacrah dan atau pclcpasan barang tidak pcrlcngkapan dan 
dukungan pcrlengkapan Pcmilu/Pcmilu Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah: 

a.	 Pcnycrahan barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan Pcmilu/Pcmilu 
Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah scbagai timiak Janjut pcnjualan, dilakukan 
sctelah pcmbcli mcmenuhi seluruh kcwajiban yang menjadi tanggllngjawabnya; 

b.	 Tata cara penyerahan barang pcrlengkapan dan dukungan pcrlcngkapan 
Pemilu/Pcmilll Kepala Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah: 

1)	 Pcnycrahan barang pcrlengkapan dan Jukungan pcrlcngkapan Pcmilll/Pcmilu 
Kcpala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah Jilakukan olch Pcngguna Barang atau 
pcjabat yang Jikuasakan;· 

2)	 Pcnyerahan barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan Pemilu/Pcmilu 
Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala Daerah dilakukan dcngan suatu Bcrita Acara 
Scrah Terima paling lambat 2 (dua) minggu scjak ditandatangani risalah lelang 
olch pihak kcdua, kccuali karcna suatu alasan tcknis, jangka waktu tcrscbut 
dapat dipcrpanjang paling lama 3 (Liga) bulan; 

3)	 Pelaksanaan penycrahan barang dilakukan di lokasi barang pada saat dilakukan 
pclelangan. 

Pasal22 

Pc1aksanaan hibah dilakukan clcngan kctentuan scbagai bcrikuL : .. 
a.	 Barang mili~ negara hanya dapaL Jihibahkan/disumbangkan setclah mcnclapat 

keputusan/persetujuan tertulis dari Dircktur Jcndcral Anggaran atas nama Menteri 
Kcuangan; 

b.	 Barang yang telah dihibahkan/disulllbangkan tcrscbut sclanjuLnya dihapus dari 
daftar barang milik Negara dengan Surat Keputusan Penghapusan Barang (SKPB) 
yang ditetapkan oleh Pcngguna Barang/Kuasa Pcngguna Barang; 

c.	 Tcmbusan Surat Kcputusan Penghapusan Barang tcrscbut disampaikan kcpada 
Mcnteri Keuangan c.g Dircktur lCl1deral Pcrbcndaharaan. 

Pasal23 

Barang perlcngkapan dan dukungan pcrlengkapan PClllilu/Pcmilu Kepala Dacrah l11ilik 
KPU yang digunakan untuk penyelcnggaraan Pcmilihan UI11Ull1 di luar ncgcri, 
pemanfaatannya uiscrahterimakan kcpada Kantor PClwakilan Indonesia di Illar ncgcri 
tcmpat Panitia Pcmilihan Luar Negeri bcrada. 
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Pasal24 

(1)	 Pcnycrahan barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan Pcmilu/Pcmilu 
Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrall scbagai tindak lanjllt lliball, dilakukan 
sctclah mcndapat pcrsctujuan tcrtulis dari dircktur Jcnderal Anggaran atas nama 
Mentcri Kcuangan dan Surat Kcputusan Penghapusan Barang scbagaimana 
dimaksud Pasal 22 dipcnuhi. 

(2)	 Pclaksanaan Scrah Tcrima dan Pclcpasan Barang dituangkan dalam Bcrita Acara 
Serah Tcrima Barang. 

Pasal25 

Pcnycrallan barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan Pemilu/Pcmilu Kcpala 
Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah dalam rangka hibah dilakukan dcngan cara 
scbagaimana simaksud dalam Pasal 21 yaitu : 

a.	 Penycrahan barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan Pcmilu/Pcmilu 
Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala Daerah dilakukan olch Pcnggllna Barang atau 
pcjabat yang dikuasakan; 

b.	 Pcnycrahan barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan Pcmilu/PcmiJu 
Kcpala Daerah dan Waleil Kcpala Daerah dilakukan dengan suatu Bcrita Acara 
Scrah Teril11a paling lal11bat 2 (dlla) minggu scjak diterbitkannya Surat Kcputusan 
Pcnghapusan Barang; 

c.	 Pclaksanaan pcnycrahan barilllg dilakllkan di lokasi barang dan atau ditcntukan olch 
Pcngguna Barang. 

Bagian Kctiga 

Pcmusnahan 

Pasal26 

(1)	 Barang pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan Pcmilu/Pemilu Kcpala Dacrah 
dan Wakil Kepala Dacrah dalam pcnguasaan Pcngguna Barang yang berlcbih, sudah 
tidak dapat digunakan/dimanfaatkan atau tidak dapat dipindahtangankan secara 
optimal dan cfisien untuk menunjang kewcnangan dan tugas Pengguna Barang, 
dapat dihapus dengan tindak lanjut dil11usnahkan. 

(2)	 Pcmusnahan' barang pcrlcngkapan dan dllkungan perlengkapan Pem iIu/Pcmi lu 
Kcpala Daerah dan Wakil Kcpala Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakllkan sctelah I11cndapat persctllj uan tcrtul is Pengclola Barang atas usul 
Pcngguna Barang. 

(3)	 Pelaksanaan pemusnahan barung pcrlcngkapan dan dukungan pcrlcngkapan 
Pcmilu/Pcmilu Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah milik ncgara dilakukall 
dcngan cara, antma lain: 

a. Dibakar; 

b. Dirajang/dicacah/dihancurkan; atau 

c. Dilebur. 

(4)	 PemusIlahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pcmilu/Pel11illi 
Kepala Daerah dan Wakil Kcpal~\ Dacrah dilakukan di lokasi tcmpat barang tcrscbut 
bcrada atau di tcmpat lain yang tclah ditcntllkan olch Pcjabat Bcrwcnang sclaku 
Pengguna Barang, dengan disaksikan unsur ; 

a. Pcngguna Barang; 
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b.	 KanwillKantor Perbendahara;ul', 

c.	 Kantor Pelayanan Piutang dan Lclang NcgaraJPcjabat Lclang sctcmpat; 

d.	 Kejaksaan Ncgeri Scternpat; dan 

e.	 Kepolisian Resort seternpat. 

(5)	 l~elaksanaan. pcrnllsnahar.\ ditllangkan dalam Berita Acara Pcmllsnahan yang 
dltandatanga11l oleh unsur rnstansi scbagaimana dimakslld pada ayat (4). 

(6)	 Bcrita Acara Pemusnahan bcscrta Kcplltllsan Pcnghapusan scbagaimana dimakslld 
pada ayat (1) disampaikan kcpada Pcngclola Barang dan Pcnggllna Barang. 

(7)	 Scmua biaya pemllsnahan barang ditanggllng olch ncgara. 
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(1)	 Pcnghapusan barang pcrlcngkapan dan dukllngan pcrlcngkapan Pcmilu/Pemilli 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tindak lanjut pClllllsnahan 
dilakukan apabila barang milik ncgara dimaksud : 

a.	 Tidak dapat digllnakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat 
dipindahtangankan; atau 

b.	 Alasan lain scsuai ketentuan pcraturan perundang-llndangan. 

(2)	 Pemusnahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh Pcnggllna 
Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. 

(3)	 Pelaksanaan pcmusnahan scbagaimana dimakslld pada ayat (2) dituangkan dalam 
Berita Acara dan dilaporkan kepada Pcngclola Barang. 

BABVII
 

KETENTUAN LAIN
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(1)	 Barang pcrlcngkapan dan dukungan perlcngkapan Pemilu/Pemilu Kepala Dacrah 
dan Wakil Kepala Daerah kcpcrluan Pcmilihan Umul11 Kcpala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah adalah Barang Milik Dacrah. 

(.2)	 Barang Milik Dacrah scbagail11<1na dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang 
dibeli atau diperoleh atas bcban daerah atan barang yang bcrasal dari perolchan 
lainnya yang sah. 

(3)	 Barang perlengkapan dan dllkungan perlcngkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah 
dan Wakil Kcpala Daerah sebagail11ana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan 
denganl11empedomani ketcntuan dan pcraturan pcrundang-llndangan yang berlaku. 

(4)	 Mckanisl11c dan tata cara penghapllsan sebagail11ana dimakslld pacta ayat (3) 
discrahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 
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Jcnis barang pcrlengkapan dan dllkungan pcrlcngkapan PCl11ilu/Pcl11ilu KcpaJa Dacrah 
yang merllpakan dokumen negara dan bcrsifat pcrrnancn discrahkan kc Arsip Nasional 
Rcpublik Indonesia dan atau Arsip Dacrah. 

jdih.kpu.go.id
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BAll IX 

PENUTUP
 

I'asal 30
 

Dcngan berlakllnya kcputusan ini maka kcputusan KPU Nomor 52 Tahlln 2004 dan 
kcputusan lainnya yang bertentangan dcngan kcputusan ini dinyatakan tidak bcrlaku lagi. 

Pasal31 

Kcputusan ini berlaku tcrhitllng scjak tanggal ditctapkan. 

Ditctapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Dcscmber 20W 

KETUA, 

ttd 

PROF. DR. 1-l.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA 

Salill<.Ln scsuai dcngan aslinya 

SEKRETARfAT JENDERAL KPU 

','. " :' ':!~~~la Biro Hukul11 
I· ~ \, " ,~ ~ 
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W:S~ Santoso 
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